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Tugas Akhir ini memiliki tujuan studi yakni untuk mengetahui gambaran 
tentang keberadaan wajib pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Non-Efektif, upaya 
dan kendala yang dilakukan dalam mengelola keberadaan wajib pajak non-efektif, 
dan potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Klaten karena kehadiran wajib pajak 
non-efektif. Terkait masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode dokumentasi, metode wawancara dan metode kepustakaan.  
Mengingat hasil studi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa potensi 
pajak yang hilang di KPP Pratama Klaten sebesar 5,55% atau Rp60.205.200.000 
ditahun 2013, 6% atau Rp65.876.400.000 ditahun 2014 , dan 6,8% atau 
Rp76.889.400.000 di tahun 2015. 
Berdasarkan hasil studi, meskipun keberadaan Wajib Pajak Non Efektif tidak 
signifikan namun dapat diminimalkan, oleh karena itu penulis memberikan saran 
kepada KPP Pratama Klaten untuk terus melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak 
dan  melakukan sosialisasi mengenai Wajib Pajak Non Efektif.  




TO RESTORE THE LOST TAX POTENTIAL BY  MINIMIZING OF NON-
EFFECTIVE TAXPAYER IN KPP PRATAMA KLATEN  
THE PERIOD OF YEAR 2013-2015 
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The aim of this study is to find out the amount of lost tax due to non-Effective 
Taxpayer (2013-2015), the efforts and the obstacle taken managing the existence of 
non-effective taxpayer, and the lost tax potential in KPP Pratama Klaten due to the 
presence of non-effective taxpayers . Related this problem, this study is carried out 
by documentation method, interview method and literature method.  
Considering the result of the study conducted, it can be concluded that the tax 
of KPP Pratama Klaten have the potential loss of  5,55% or Rp60.205.200.000 in 
2013, 6% or Rp65.876.400.000 in 2014,  and 6,78% or Rp76.889.400.000 in 2015.  
Based on the result of the study, despite the existence of non-effective 
taxpayer are not significant but can be minimized, therefore the writter give some 
suggestion to the KPP Pratama Klaten to keep communication with taxpayer and 
increase sosialization of Non-Effective taxpayer. 
 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
Sesngguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.s Al 
Insyirah : 6-8) 
 
Learn from the past, live for today and plan for tomorrow.  
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A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
1. Sejarah KPP Pratama Klaten 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten berdiri sejak tahun 1984 yang 
telah melayani masyarakat selama 31 tahun. Pada awalnya KPP Pratama Klaten 
bernama kantor IPEDA ( Iuran Pembangunan Daerah) yang mempunyai sebuah 
gedung bertingkat  baru yang terletak di kabupaten atau kota Klaten tepatnya di jalan 
Veteran No. 82 Bareng Lor Klaten.  
Berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Pajak Daerah. Kemudain diganti dengan nama Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar tujuan agar pengelolaan PBB sebagai salah satu 
iman bagi pembangunan daerah dan dapat lebih terencana dengan baik. KPP BB 
Klaten pada saat itu membawahi 3 (tiga) daerah kerja, yaitu : 
 Wilayah Kabupaten Klaten 
 Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
 Wilayah Kabupaten Wonogiri 
Pada tanggal 4 November 2007 sampai saat ini KPP BB berubah nama 
menjadi KPP Pratama Klaten yang merupakan gabungan dari KPP yang berlokasi di 
jalan Kopral Sayom (ringroad) Klaten dengan KPP BB Klaten dilebur. Sehingga 




lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 
telah diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 dimana 
terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2007 telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama (KPP Pratama) Klaten yang merupakan penggabungan dari kantor 
Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan 
kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dengan wilayah administrasi 
kabupaten Klaten yang tercakup dalam lingkup otoritas Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Jawa Tengah II. 
2. Tugas Pokok dan fungsi Serta Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral 
Pajak (DJP) maupun kantor Wilayah DJP Jawa tengah II, tugas pokok KPP Pratama 
Klaten adalah melaksanakan kegiatan operasional dalam bidang perpajakan kepada 
masyarakat atau wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Klaten. Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor : 206.2/PMK.01/2013 disebutkan bahwa dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. KPP Pratama Klaten 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Pengumpualan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 
penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian 
objek Pajak Bumi dan Bangunan 
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan 
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan 




d. Penyuluhan perpajakan 
e. Pelayanan perpajakan 
f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak 
g. Pelaksanakan ekstensifikasi 
h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 
i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 
j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 
k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan 
l. Pembetulan ketetapan pajak 
m. Pelaksanaan administrasi kantor 
Penerimaan Dalam Negeri harus menjadi hal utama apabila kemandirian 
pembiayaan Negara yang menjadi cita – cita bangsa Indonesia benar – benar ingin 
direalisasikan. Terkait dengan itu penerimaan pajak harus terus ditingkatkan karena 
pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktek demokrasi 
yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai Negara dan 
pemerintahannya.  
Sama halnya dengan DJP, KPP juga terus berupaya untuk meningkatkan 
pendapatan pajak dengan tujuan yaitu agar tercapai kemandirian pembiayaan Negara 
dari sektor pajak guna mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.  
KPP Pratama Klaten memiliki tujuan – tujuan sebagai berikut : 
a. Tujuan bidang kelembagaan : meningkatkan kinerja pegawai KPP Pratama Klaten 





Fungsi KPP Pratama Klaten dalam bidang PBB yaitu antara lain : 
a. Pengolahan data 
b. Pendapatan subjek dan objek dan penilaian PBB 
c. Penetapan PBB 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, restitusi dan kompensasi 
PBB. 
e. Penyelesaian keberatan, uraian banding pengurangan dan verifikasi atas 
permohonan keberatan, uraian banding dan pengurangan PBB 
f. Pengurusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan 
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Kantor pelayanan pajak pratama Klaten sebagai institusi vertikal dalam jajaran 
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan visi yaitu “ Menjadi Institusi Pemerintah yang 
Menyelenggarakan System Administrasi Perpajakan yang Modern, Efektif, Efisien 
dan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionelisme yang Tinggi”. Visi 
disini menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok Organisasi 
Direktorat Jenderal Pajak yang dicita- citakan dan ingin dicapai dimasa mendatang. 
Misi KPP Pratana Klaten yaitu “ menghimpun penerimaan pajak Negara 
berdasarkan undang – undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system admisitrasi Perpajakan 
yang efisien dan efektif”.  Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah 






4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Wilayah kerja KPP Pratama Klaten meliputi seluruh kabupaten Klaten, yang 
terdiri atas 26 (dua puluh enam) kecamatan, yang mana 26 (dua puluh enam) 
kecamatan tersebut ditangani oleh 3 (tiga) seksi Pengawasan dan Konsultasi antara 
lain : 
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, meliputi wilayah kecamatan : 
 Cawas 
 Klaten Utara 
 Klaten Tengah 
 Jogonalan 
 Trucuk 
 Kali kotes 
 Juwiring 
 Kemalang 
 Manis Renggo 
 Kebonarun 









 Klaten selatan 
 Kel/des Mojayan 











 Kel/Desa Belang Wetan 





















Terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan konsultasi setiap Seksi Pengwasan 
dan Konsultasi dibantu oleh beberapa Account Representative (AR) yang melakukan 
tugas menurut wilayah masing – masing. 
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Klaten 
Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang 
melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur 
organisasi di KPP Pratama Klaten terdiri atas Kepala Kantor yang membawahi 1 

















































Pemeriksaan serta 1 (satu) Kelompok Fungsional Penilai PBB. Struktur organisasi di 






Gambar 1.2 Organisasi Kantor Pajak Pratama Klaten 
Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Klaten   
Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi, tiap seksi 
Pengawasan dan Konsultasi dibantu oleh beberapa Account Representative (AR) 
yang melakukan tugas menurut wilayah masing – masing.Mengenai tugas dan fungsi 
wewenangnya dalam struktur organisasi. 
6. Profil Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) 
Klaten 
 Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan  
tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 






Data Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan 
















Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Klaten 
Tabel 3.2 
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan di KPP Pratama Klaten 






S M A 
DI / DII 
DIII 







Sumber : Subbag Umum KPP Pratama Klaten 
7. Deskripsi Jabatan KPP Pratama Klaten 
Masing – masing bagian atau seksi dalam struktur organisasi KPP Pratama 
memiliki tugas dan kegiatan sendiri – sendiri. Adapun tugas dan kegiatan masing – 
masing seksi berdasarkan gambar, yaitu bagan organisasi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Klaten adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
1) Tugas dan fungsi : 
a) Melakukan pengawasan kegiatan masing – masing seksi 




2) Wewenang dan Tanggung Jawab : 
a) Mengajukan rencana kerja Kantor Pelayanan PBB 
b) Melaksanakan tugas sesuai dengan laporan 
c) Memberi tugas, mengawasi dan memberikan pengarahan tentang tugas 
kepada pegawai bawahan 
d) Bertanggung jawab atas penjatuhan hukuman disiplin pegawai bawahan. 
b. Sub Bagian Umum 
1) Bagian Kepegawaian 
Tugas – tugas yang dilakukan oleh bagian kepegawaian Sub Bagian 
Umum antara lain : 
a) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji berkala 
b) Membuat usulan kenaikan pangkat 
c) Menerbitkan surat ijin cuti 
d) Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk mengikuti diklat – diklat, 
meliputi Diklat Sistem Administrsi Modern, Diklat Dasar Pemeriksa Pajak, 
Diklat Internalisasi Kode Etik Pegawai 
e) Menyusun dan melaporkan laporan kepegawaian, meliputi Laporan Daftar 
Penyebaran Pegawai, Laporan Penegakan Disiplin Pegawai, Laporan Absensi 
Pegawai, Laporan Kegiatan Kepangkatan, Dan Daftar Pejabat Yang 
Meninggalkan Wilayah Kerja. 
2) Bagian Keuangan 
Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh bagian keuangan Sub Bagian umum 




a) Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama 
b) Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama 
c) Menyusun dan melaporkan laporan – laporan yang menjadi tanggung jawab 
bagian keuangan 
d) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang lembur 
3) Bagian Rumah Tangga 
Tugas yang dilakukan oleh bagian Rumah tangga Sub Bagian Umum 
adalah melakukan inventarisasi (pemisahan) barang – barang inventaris milik KPP 
Prata, dan melakukan perekaman inventaris dan penghapusan Barang Milik 
Negara pada KPP Pratama. 
c. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi (PDI) 
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) melaksanakan beberapa tugas 
antara lain : 
1) Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di seksi ekstensifikasi 
2) Melakukan pendaftaran wajib pajak secara masal dan percetakan kartu NPWP 
3) Melakukan simulasi perhitungan pokok ketetapan PBB tahun berikutnya 
4) Melakukan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan SPT tahunan 
5) Menyimpan data – data informasi perpajakan untuk keperluan penyajian data 
6) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan/kerusakan pada computer 
7) Mengawasi pemasangan jaringan dan perangkat computer yang dilakukan oleh 
pihak ketiga 
8) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada wajib pajak dan membantu 




9) Melakukan persiapan hardware dan software sehubungan dengan kegiatan cetak 
seperti membantu seksi pelayanan dalam mencetak label SPT tahunan. 
d. Seksi Pelayanan 
Merupakan perubahan nama dari seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada 
KPP dan seksi Penetapan KPPBB. Tugas – tugas yang dilakukan oleh seksi 
pelayanan antara lain sebagai berikut : 
1) Menertibkan kartu NPWP dan PKP bagi wajib pajak baru 
2) Menatausahakan formulir SPT tahun PPh dalam rangka persiapan pengiriman 
SPT tahunan kepada wajib pajak 
3) Menertibkan surat Ketetapan Pajak (SKP) 
4) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi data dari KPP lain. 
e. Seksi Penagihan 
Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh seksi penagihan antara lain sebagai 
berikut : 
1) Melakukan pemanggilan da himbauan pembayaran tunggakan pajak 
2) Bedah tunggakan wajib pajak 
3) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang telah jatuh tempo 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh seksi pengawasan dan konsultasi antara 
lain sebagai berikut : 
1) Pembuatan profil wajib pajak 




3) Pengawasan terhadap mekanisme dan tata cara pembayaran penyetoran 
maupun pelaporannya termasuk dalam penerapan aturan – aturan 
perpajakannya. 
g. Seksi Pemeriksaan 
Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh seksi Pemeriksaan antara lain sebagai 
berikut : 
1) Menyusun rencana kerja 
2) Menyusun dan mengkoordinasikan daftar nominative wajib pajak yang akan 
diperiksa 
3) Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan mendistribusikan ke 
Seksi Fungsional 
4) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan 
5) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan 
6) Memproses permohonan SPT Lebih Bayar wajib pajak 
7) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya 
8) Menyusun laporan / surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan 
seksi pemeriksaan 
9) Menyusun laporan – laporan seksi pemeriksaan 






h. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Merupakan peralihan dari seksi pendataan dan penilaian pada Kantor Pajak 
Bumi dan Bangunan (KP PBB). Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh seksi 
ekstensifikasi perpajakan antara lain sebagai berikut : 
1) Menyampaikan usulan besarnya Standar Investasi Tanaman (SIT) perkebunan 
ke Kanwil DJP Jawa Tengah II 
2) Membuat laporan data potensi wilayah KPP Pratama 
3) Menyelesaikan pemberian NPWP OP melalui pemberi kerja / bendaharawan 
pemerintah 
4) Membuat laporan kegiatan penerbitan NPWP ekstensifikasi wajib pajak orang 
pribadi karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
Merupakan peralihan dari fungsional pemeriksa di kantor pemeriksaan dan 
penyidikan pajak. Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh seksi fungsional antara 
lain : 
1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada wajib pajak 






B. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia memiliki 2 (dua) sumber pendapatan yakni yang berasal 
dari sektor migas dan non migas. Salah satu penerimaan Negara yang terbesar adalah 
dari sektor pajak. “Pajak merupakan kontribusi wajib Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 
tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak di Indonesia memiliki peranan yang 
besar dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini di 
Indonesia menerapkan sistem perpajakan yakni self assesstment system dimana wajib 
pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajaknya sendiri. 
Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan semua Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi baik 
kewajiban pajak subjektif maupun kewajiban pajak objektif harus mendaftarkan diri 
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan subjektif 
adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek  pajak yang mana 
diatur berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya dan 
persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau 
pemungutan  sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan 
perubahannya” (www.pajakonline.com). NPWP merupakan identitas diri Wajib 




Penghasilan, antara lain harus dicantumkan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak 
Penghasilan (Suhartono dan Ilyas, 2010). 
WP berkewajiban menyetor dan melapor pajak terutang yang dikenakan 
sesuai peraturan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya sebagaimana diketahui 
banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 
disebabkan antara lain non aktif,bubar, meninggal dunia dan sebagainya, maka 
muncullah istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif (WP NE). 
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 
tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan 
usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan 
pemindahan Wajib Pajak, Wajib Pajak Efektif yakni Status Wajib Pajak yang 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban 
perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Sedangkan pengertian WP Non Efektif yakni status yang diberikan 
kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan 
administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang 
dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT, yang nantinya dapat diaktifkan 
kembali. WP Non Efektif diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : 
SE-60/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib 
Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 




Keberadaan WP NE ini tentu akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak 
pada Kantor Pelayanan Pajak. Menyadari bahwa pajak memiliki kontribusi terbesar 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka kondisi yang 
berkaitan dengan Wajib Pajak Non Efektif ini perlu diperbaiki yaitu dengan 
melakukan pengawasan terhadap WP dan melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 
masalah Wajib Pajak Non Efektif dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul 
“MENGEMBALIKAN POTENSI PAJAK YANG HILANG DENGAN 
MINIMALISASI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KPP PRATAMA KLATEN 
TAHUN 2013-2015”. Berdasarkan studi tersebut penulis akan menyampaikan 
tentang bagaimana meminimalkan pajak yang hilang dari Wajib Pajak Non Efektif 
(WP NE) serta upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten dalam menangani hal 
tersebut. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam 
karya ilmiah ini : 
1. Bagaimana gambaran keberadaan Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten? 
2. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten dalam menangani 
Wajib Pajak Non Efektif ? 






Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui gambaran keberadaan Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten dalam 
menangani Wajib Pajak Non Efektif. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak yang hilang dengan adanya Wajib 
Pajak Non Efektif. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Penulis 
a. Secara Akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kelulusan 
Program Studi Perpajakan DIII pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sebelas Maret. 
b. Sebagai salah satu media untuk menambah ilmu/wawasan dan menguji 
kemampuan mahasiswa berkaitan dengan Wajib Pajak Non Efektif di KPP 
Pratama Klaten. 
c. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga mengevaluasi 





2. Pengelola Lembaga Pendidikan 
Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan 
yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi, terutama yang berkaitan dengan 
perpajakan. 
3. Pengelola Instansi Terkait 
Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus 
sebagai pertimbangan bagi pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian 
Tugas Akhir ini dalam penetapan kebijakan. 
4. Bagi Pihak Lain 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak 
lain yang berkepentingan dan peminat dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya 





1. Pengertian Pajak 
Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 
perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 
melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: 
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 
sifatnya dapat dipaksakan. 
b. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh 
pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 
investment. 





2. Fungsi Pajak 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memiliki dua fungsi 
(Suandy : 2011), yaitu sebagai berikut: 
a. Fungsi Finansial (budgeter) 
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan 
tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. 
b. Fungsi Mengatur (regulered) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik itu di 
bidang sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu.  
3. Asas Pemungutan Pajak 
Asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2011) adalah sebagai berikut: 
a. Asas Sumber 
Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak 
tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika di suatu negara 
terdapat suatu sumber penghasilan, Negara tersebut berhak memungut pajak 
tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal. 
b. Asas Tempat Tinggal 
Asas Tempat tinggal adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak 
yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak di suatu negara. 
Negara di tempat Wajib Pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak 
mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun. 





Asas kebangsaan adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak 
yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. 
4. Dasar Hukum 
Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan adalah Undang-
undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 
Tahun 2009. 
5. Kedudukan Hukum Pajak 
Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut: 
a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya. 
b. Hukum Publik, mengatur hubungan antaa pemerintah dengan rakyatnya. 
6. Pengelompokan Pajak 
Pengelompokan pajak di indonesia dalam Mardiasmo (2011), terdapat tiga 
pengelompokan pajak yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga 
pemungutnya. 
a. Menurut golongan 
1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke 
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Sebagai contoh, Pajak Penghasilan. 
2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke 






b. Menurut sifat 
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan 
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip: 
1)   Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya 
yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 
dari wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan. 
2)   Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 
1)   Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan 
Bangunan, dan Bea Materai. 
2)   Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak Reklame, Pajak 
Hiburan. 
7. Sistem Pemungutan Pajak 
Ilyas (2010) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak yang 
diberlakukan di Indonesia dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: 
a. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 





diberlakukan di Indonesia sampai dengan Tahun 1967. Adapun ciri-ciri official 
assessment system yakni: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
pemerintah 
2) Wajib pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.  
b. Semiself Assesment System 
Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada 
fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. 
c. Withholding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 
oleh wajib pajak. Sistem ini diberlakukan di Indonesia pada Tahun 1968 sampai 
dengan 1983, dimana saat itu sistem pemungutannya sudah tidak keseluruhan 
menggunakan withholding system tapi telah mengadaptasi Semiself Assessmet System. 
Dalam artian bahwa sistem pemungutan pajak di masa itu sudah mulai mengadaptasi 
Self Assessment System walaupun belum keseluruhan. 
d. Self Assessment System 
Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 
kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, 
dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini mulai diberlakukan secara 
keseluruhan sejak Tahun 1983 sampai sekarang. Sistem ini memberikan peluang 





Petugas perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hanya berfungsi sebagai 
pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. 
B. Jenis-Jenis Tarif Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011: 9), secara struktural tarif pajak dibagi dalam 
empat jenis, yaitu: 
1.   Tarif proposional (a propotional tax rate structure) yaitu tarif pajak yang 
persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. 
Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai/PPN dimana semua harga barang di 
tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sama adalah sebesar 10%.  
2.   Tarif regresif (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun ketika 
dasar pengenaan pajak meningkat.  
3.   Tarif progresif (a progressif tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin 
naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh pajak di 
Indonesia yang memakai tarif ini adalah Tarif PPh untuk menghitung nilai 
Pendapatan Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-
undang Pajak Penghasilan.  
4.   Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif 





C. Pengertian Wajib Pajak 
Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 
Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian dari Wajib Pajak adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib 
pajak adalah sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri untuk meperoleh NPWP 
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 
3. Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar 
4. Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu serta melakukan 
pembukuan/pencatatan. 
Hak-hak Wajib Pajak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan 
dibidang perpajakan adalah sebagai berikut: 
1. Memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP 
2. Mengajukan surat keberatan dan surat banding 
3. Menerima tanda bukti pemasukan SPT 
4. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 
5. Mengajukan pemohonan penundaan SPT 
6. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak 
7. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat 
ketetapan pajak 





9. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah 
10. Memberi kuasa kepada orang untuk melakukan kewajiban pajaknya 
11. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak 
12. Mengajukan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 
Ada beberapa istilah bagi Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakannya seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. 
Menurut Surat Edaran Direktur Jendra Pajak nomor SE-60/PJ/2013, pengertian 
Wajib Pajak efektif yaitu: 
Status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan 
menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
 
Adapun dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-60/PJ/2013 
yang dimaksud dengan Wajib Pajak Non Efektif yaitu: 
Status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara 
dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak 
penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT 
 
Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 
sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi 
secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan 
pekerjaan bebas; 
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 





3. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih 
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 
4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan 
keputusan. 
5. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif 
tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
D. Pengertian Surat Pemberitahuan 
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 103/PJ/2011 tentang 
petunjuk teknis tata cara penerimaan dan penglolahan Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah :  
Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang 
meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, 
SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 
(SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan. 
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau 
pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau 
harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan. 
Menurut Mardiasmo (2011), SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana 
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 





a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau 
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau 
Bagian Tahun Pajak; 
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 
c. Harta dan kewajiban; dan/atau 
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan 
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana 
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut 
dan disetorkannya. 
E. Pengertian Pemeriksaan 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 16 Pasal 1 Tahun 
2009). 
Direktur Jendral Pajak dengan tujuan pengawasan kepatuhan dalam rangka 






1. Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 
dilakukan dalam hal: 
a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak 
b. SPT Tahunan pajak menunjukkan rugi 
c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat 
Teguran) yang disampaikan 
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau 
akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau 
e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis 
(risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang 
tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan, diantaranya sebagai berikut: 
a. Pemberian NPWP secara jabatan 
b. Penghapusan NPWP 
c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP 
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan 
e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan. 
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. 
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 





k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 
l. Penghindaran Pajak Berganda 
 
B.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini mengacu pada penelitian sejenis yang terkait dengan Wajib 
Pajak Non Efektif yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 
mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
Tandra (2014) meneliti tentang bagaimana keberadaan dari Wajib Pajak Non 
Efektif di KPP Pratama Surakarta Tahun 2011-2013. Penelitian tersebut lebih 
berfokus pada Wajib Pajak Non Efektif yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi 
di KPP Pratama Surakarta. Akan tetapi dalam menyusun tugas akhir ini, penulis akan 
menjelaskan secara menyeluruh atas Wajib Pajak Non Efekif. 
Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap karya ilmiah sebelumnya, 
ditemukan bahwa adanya persamaan, yaitu mengenai beberapa upaya dalam 
menangani Wajib Pajak Non Efektif yang dilakukan oleh KPP Pratama setempat. 
Akan tetapi penulis juga menemukan bahwa adanya perbedaan dari tugas akhir ini 
dengan karya ilmiah yang sebelumnya, yaitu terkait dengan wilayah dan tahun yang 
diteliti serta fokus dari objek yang diteliti. 
Studi sebelumnya menjelaskan tentang cara untuk meminimalisasi pajak yang 
hilang dari Wajib Pajak Non Efektif dengan objek yang lebih berfokus pada Wajib 






1. Gambaran Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten 
Berjalannya waktu ke waktu jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Klaten mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh 
dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Wajib Pajak terdaftar yang ada di KPP 
Pratama Klaten dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut: 
Tabel 3.3 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Klaten 
Tahun 
 













Sumber : Data Sekunder Diolah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah WP terdaftar tiap tahunnya 
meningkat. Selain itu, WP terdaftar dalam KPP Pratama Klaten sendiri dibagi 
menjadi dua yaitu sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak Efektif 
Wajib Pajak yang telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik 
berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) 
dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan 





b. Wajib Pajak Non Efektif 
Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik 
berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) 
dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib 
Pajak Non Efektif apabila memenuhi salah satu kriterianya sebagaimana telah diatur 
dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang telah beberapa kali mengalami 
perubahan dan terakhir nomor SE-60/PJ/2013. 
Berdasarkan WP yang terdaftar dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Efektif dan 
Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten dari tahun 2013 sampai dengan 
2015, sebagaimana berikut: 
Tabel 3.4 
Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif 
  Tahun 





  2013 18.244 98.787   
  2014 18.299 109.471   
  2015 18.307 121.560   
Sumber : Data Sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
Data yang tersaji di atas merupakan jumlah dari Wajib Pajak yang secara 
resmi telah memperoleh status Non Efektif , tidak termasuk sejumlah Wajib Pajak 
yang sebenarnya memenuhi syarat untuk memperoleh status Wajib Pajak Non 
Efektif. 
Keberadaan dari Wajib Pajak Non Efektif ini tentunya menjadi beban 





KPP tersebut. Akan tetapi keberadaan dari Wajib Pajak Non Efektif tidak dapat 
dihindari, hal ini dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak sehingga sulit 
untuk memonitor seluruh Wajib Pajak tersebut. 
Berdasarkan Wajib Pajak yang terdaftar, penulis mendapatkan data jumlah 
Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif dan kemudian dibandingkan dengan jumlah 
Wajib Pajak yang terdaftar sesungguhnya tidak terlalu signifikan namun tetap dapat 
mempengaruhi penerimaan di KPP. Prosentase dari Wajib Pajak yang bestatus Non 
Efektif dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut: 
 
Berdasarkan rumusan tersebut diperoleh informasi bahwa selama rentang 
waktu 2013 hingga 2015, jumlah wajib pajak NonEfektif masih berkisar dibawah 
20% bahkan lebih tepatnya dibawah 16% dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang 
terdaftar. Data tersebut dapat tersaji dalam tabel berikut ini: 
Tabel 3.5 










  2013   117.031 18.244 15,6%   
  2014   127.770 18.299 14,3%   
  2015   139.867 18.307 13,1%   






Presentase yang ditunjukkan pada tabel di atas menjadi hal yang 
menggembirakan bagi KPP Pratama Klaten, sebab jumlah Wajib Pajak yang 
berstatus Non Efektif tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan keseluruhan 
jumlah Wajib Pajak yang terdaftar atau dengan kata lain keberadaan Wajib Pajak 
Non Efektif di KPP Pratama Klaten tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan 
Wajib Pajak yang terdaftar. 
Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya tentang penyebab atau 
kriteria Wajib Pajak diberikan status Non Efektif, penulis akan menyajikan sampel 
sejumlah 50 Wajib Pajak yang diberikan status Non Efektif untuk mengetahui 
bagaimana keberadaan WP NE di KPP Pratama Klaten. Berdasarkan Sampel yang 
diambil penulis dari beberapa kriteria yang disebutkan, WP menjadi Non Efektif 
disebabkan oleh usaha yang dijalankan WP sudah tidak beroperasi kembali atau 
bangkrut, sehingga kriteria tersebut menjadi penyebab terbesar dari status Non 
Efektif yang diberikan kepada Wajib Pajak. Rincian penyebab WP diberikan status 







Sebab Wajib Pajak diberi status Non Efektif 









1 WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan 
tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi 
melakukan pekerjaan bebas 
13 8 11 
2 WP tidak lagi memenuhi persyaratan Subjektif dan/atau 
objektif tapi belum dilakukan penghapusan NPWP 
9 10 8 
3 WajibPajak yang 
mengajukanpermohonanpenghapusandanbelum diterbitkan
keputusan 
5 6 10 
4 WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan 
penghasilannya dibawah penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) 
18 20 17 
5 Wajib Pajak yang sudah tidak diketahui atau ditemukan 
lagi alamatnya 
3 5 2 
6 Wajib Pajak OP yang bertempat tinggal atau berada atau 
bekerja di luar negeri 
2 1 2 
 
Jumlah 50 50 50 
Sumber : Data dari KPP Pratama Klaten 
Berdasarkan data pada tabel di atas sebagian WPdiberikan status Non 
Efektifkarena usaha yang dijalankan sudah tidak beroperasi atau bangkrut. Dari tabel 






Dari keseluruhan Wajib Pajak yang ada, memang alasan yang terbesar Wajib 
Pajak memperoleh status Non Efektif adalah karena usaha yang dijalankan oleh 
Wajib Pajak pada kenyataannya sudah tidak terlihat kegiatan operasional atau 
dengan kata lain usaha tersebut bangkrut. 
Selain wawancara yang penulis lakukan dengan fiskus, juga dilakukan 
wawancara kepada Wajib Pajak Non Efektif berikut adalah pernyataan Wajib Pajak: 
Awalnya saya mengira bahwa ketika usaha yang saya jalankan sudah tidak 
berjalan atau berhenti beroperasi maka tidak ada kewajiban apapun lagi tentang 
pajak, tapi pihak KPP menghubungi saya dan ternyata saya seharusnya 
mengajukan permohonan untuk WP Non Efektif agar kewajiban perpajakan saya 
ditiadakan 
Menurut pernyataan di atas dapat diketahui bahwa status yang diberikan atau 
didapat oleh Wajib Pajak Non Efektif sebagian besar adalah Wajib Pajak yang tidak 
lagi menjalankan usahanya. 
 
2. Upaya Penanganan Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten 
Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. Permohonan 
penetapan wajib Pajak Non Efektif harus dilampiri dengan surat pernyataan 
memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif . Jangka waktu permohonan penetapan 
WP NE adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat 
diterbitkan. 
Penetapan WP sebagai WP NE dapat dilakukan secara jabatan apabila 
terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi 
kriteria WP NE. Penetapan WP NE baik berdasarkan permohonan maupun secara 
jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dalam rangka 





WP dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian administraasi perpajakan 
dalam rangka Penetapan WP NE  secara jabatan dalam hal: 
a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak terdapat transaksi 
pembayaran selama 3 (tiga) tahu berturut-turut 
b. Pengiriman kartu NPWP, SKT (Surat Keterangan terdaftar) dan Stater Kit tidak 
sampai kepada Wajib Pajak (kembali ke pos) 
c. Penerbitan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN 
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) 
WP NE dapat melakukan pengaktifan kembali dengan berdasarkan 
permohonan WP dan secara jabatan serta hanya dapat dilakukan oleh pihak KPP. 
Pengaktifan kembali WP NE dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau  informasi 
yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai WP NE tidak 
lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan penelitian administrasi perpajakan 
dalam rangka pengaktifan kembali WP NE untuk mengetahui kebenaran dan/atau 
informasi. Data dan/atau informasi yang dimaksud antara lain: 
a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak 
b. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan 
c. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
d. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk aktif kembali 
e. Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya 
Keberadan WP NE tentu saja menjadi beban bagi sebuah KPP sebab 





KPP tesebut. Akan tetapi dalam perkembangannya, keberadaan Wajib Pajak Non 
Efektif tidak dapat dihindari. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP adalah 
memberikan konseling serta pemantauan yang baik bagi Wajib Pajakyang terdaftar 
secara memadai melalui Account Representative (AR) yang ada. Hal ini dilakukan 
agar setiap Wajib Pajak tetap aktif dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya. 
Berdasarkan wawancara di KPP Pratama Klaten yang dilakukan penulis, 
bahwa upaya konkret yang dilakukan pihak KPP terutama AR, untuk menjaga agar 
Wajib Pajak tetap Aktif adalah sebagai berikut: 
a. Secara rutin bagian AR menjalin komunikasi dengan Wajib pajak yang 
ditanganinya, hal ini terlihat dari adanya kegiatan kosultasi yang dilakukan 
setiap saat untuk Wajib Pajaknya. 
b. Koordinasi dengan seksi terkait dilingkungan KPP. Hal ini jugaterlihat dalam 
menangani WP NE. Setiap AR di seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) 
yang ada, memantau kondisi Wajib Pajaknya. Apabila ditemukan Wajib 
Pajaknya tidak menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka 
AR akan bersama dengan seksi penagihan dan/atau seksi lainnya untuk menjaga 
agar tiap Wajib Pajak tetap aktif membayar dan melaporkan pajaknya sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
c. Secara rutin AR akan melakukan visit terhadap WP untuk memantau 







3. Potensi Pajak yang Hilang di KPP Pratama Klaten 
Wajib Pajak Non Efektifyang ada di KPP Pratama Klaten tentu akan 
mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP walaupun prosentasenya kecil dan 
tidak signifikan, mengenai masalah ini dari pihak KPP sudah memperhatikan adanya 
Wajib Pajak Non Efektif, sehingga terlihat bahwa ada beberapa Wajib Pajak yang 
kembali aktif dan memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Berdasarkan tabel 
dibawah ini penulis tertarik untuk menganalisis data tersebut yang memungkinkan 
didapat informasi mengenai potensi pajak yang hilang akibat Wajib Pajak Non 
Efektif. Berikut adalah data Wajib Pajak Non Efektif yang melakukan pemenuhan 
kewajiban perpajakannya kembali: 
Tabel 3.7 
Wajib Pajak Non Efektif Bayar Kembali 
Tahun WP NE Bayar 
Jumlah WP NE 
Bayar 
Rata-rata 
2013 9.900.000 3   3.300.000  
2014 18.000.000 5   3.600.000  
2015 33.600.000 8   4.200.000  
Sumber : Data Sekunder dari KPP Pratama Klaten 
Pada tabel di atas penulis menyajikan jumlah Wajib Pajak Non Efektif yang 
membayar pajaknya kembali. Rata-rata tersebut dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
 
Rata-rata Wajib Pajak Non Efektif bayar tersebut akan dijadikan acuan untuk 
mencari potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Klaten, dengan mengalikan rata-





ingin mengetahui potensi pajak yang hilang dengan gambaran kasarnya, karena 
batasan data yang dapat diambil hanya berdasarkan Wajib Pajak Non Efektif yang 
aktif atau melakukan pembayaran kembali. Berikut adalah gambarankasar pajak 
yang dihasilkan Wajib Pajak Non Efektif apabila Wajib Pajak Non Efektif kembali 
aktif: 
Tabel 3.8 
Pajak yang dihasilkan WP NE 
Tahun Rata-rata WP Bayar Jumlah WP NE Jumlah 
2013 3.300.000 18.244   60.205.200.000  
2014 3.600.000 18.299   65.876.400.000  
2015 4.200.000 18.307   76.889.400.000  
Sumber : Data sekunder dari KPP Pratama Klaten 
Pada data di atas dapat diketahui bahwa dari gambaran kasar yang dihasilkan 
oleh Wajib Pajak Non Efektif dari Tahun 2013 sebesar Rp60.205.200.000 kemudian 
ditahun selanjutnya 2014 dihasilkan sebesar Rp65.876.400.000 dan pada tahun 2015 
sebesar Rp76.889.400.000. Pajak yang dihasilkan dari Wajib Pajak Non Efektif 
tersebut akan dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2013 sampai tahun 2015. 
Berikut adalah tabeldari target dan realisasi penerimaan pajak serta capaiannya di 
KPP Pratama Klaten: 
Tabel 3.9 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Klaten 
Tahun Target Realisasi   Capaian 
2013        322.079.502.603  334.180.381.742 
 
103,76% 
2014        357.333.016.452  394.935.907.174 
 
110,52% 
2015        568.288.734.927  521.528.702.314   91,77% 





Berdasarkan dari tabel di atas, untuk menghitung potensi pajak yang hilang 
akibat adanya WP NE, penulis akan membandingkan dengan hasil realisasi 
penerimaan yang dicapai oleh KPP Pratama Klaten Surakarta, dengan rumus: 
 
Berikut adalah hasil perhitungan dari potensi pajak yang hilang dibandingkan dengan 
penerimaan pajak di KPP Pratama Klaten: 
Tabel 3.10 
Prosentase Potensi Pajak yang Hilang 
Tahun Realisasi Potensi Pajak yang Hilang Prosentase 
2013 334.180.381.742 60.205.200.000 5,55% 
2014 394.935.907.174 65.876.400.000 6,00% 
2015 521.528.702.314 76.889.400.000 6,78% 
Sumber : Data sekunder dari KPP Pratama Klaten 
Prosentase pajak yang hilang akibat Wajib Pajak Non Efektif dari data di atas 
masih dibawah 10% dimana persentase tertinggi adalah tahun 2015 dengan 6,78% 
atau sebesar Rp76.889.400.000,kemudian pada tahun 2014 dengan 6% atau sebesar 
Rp65.876.400.000, dan di tahun 2013 dengan 5,55% atau sebesar Rp60.205.200.000. 
Pemantauan dan pendekatan kepada Wajib Pajak harus selalu dilakukan, hal ini 




Setelah dilakukan penelitian di KPP Pratama Klaten, berikut adalah beberapa 
poin yang dibahas oleh penulis yang bersifat kelebihan (positif) ataupun kelemahan 






a. Keberadaan dari Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten yang melayani Wajib Pajak dengan sesi konsultasi sangat membantu 
mengatasi masalah-masalah pajak yang dialami oleh masing-masing Wajib 
Pajak. 
b. Koordinasi antara bagian Account Representative dengan bagian yang lainseperti 
Waskon dan Penagihan sangat baik. Sehingga masalah yang terjadi pada Wajib 
Pajak dapat segera ditangani. 
2. Kelemahan 
Pada dasarnya pihak KPP Pratama Klaten telah melaksanakan tugasnya 
sebaik mungkin untuk memperbaiki keberadaan WP NE tersebut, termasuk Wajib 
Pajak yang aktif. Namun disamping kelebihan yang dimiliki masih ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan oleh pihak KPP Pratama Klaten, antara lain: 
a. Terdapat data-data mengenaiWajibPajak yang seringtidakakurat, hal ini 
dikarenakan selain kesadaran WP yang kurang dalam memperbaharui data 
perpajakannya juga pihak KPP yang kurang dalam penelusuran terkait WP 
tersebut. 
b. Terdapat Alamat Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan kembali. Salah satu 
penyebab Wajib Pajak Non Efektif adalah tidak ditemukan kembali alamatnya. 
c. Kurangnya sosialisasi tentangWajib Pajak non efektif, sehingga masih ada WP 
yang kurang mengerti bahwa ketika terdapat keadaan sesuai dengan kriteria 





ini menyebabkan masih ada Wajib Pajak yang mengira bahwa mereka telah 
terbebas dari kewajiban perpajakannya. 
d. Jumlah dari Wajib Pajak yang terdaftar sendiri sangatlah banyak, dengan jumlah 







Setiap Kantor Pelayanan Pajak menghendaki pencapaian target penerimaan 
pajaknya terpenuhi. Untuk merealisasikannya, masih terdapat kendala yang dialami, 
salah satunya keberadaan Wajib Pajak Non Efektif di antara WP yang terdaftar. Oleh 
karena itu, permasalahan WP NE ini perlu ditangani dengan baik dan benar. Hal ini 
yang juga dilakukan oleh KPP Pratama Klaten. 
Selama masa praktik magang di KPP Pratama Klaten, penulis melakukan 
pengamatan dan didapatkan simpulan mengenai masalah WP NE di KPP Pratama 
Klaten tersebut antara lain : 
1. Secara keseluruhan, jumlah Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten tidak 
terlalu besar namun hal ini tetap akan mempengaruhi penerimaan pajak yang 
didapat oleh KPP Pratama Klaten. Dalam hal ini pihak KPP pun sudah melakukan 
berbagai cara untuk meminimalisasikan jumlah dari WP NE itu sendiri. Data 
menunjukkan jumlah Wajib Pajak Non Efektif dibandingkan dengan Wajib Pajak 
yang terdaftar dari tahun 2013 sampai 2015 berturut-turut adalah 15.6% atau 
sebesar 18.244, 14.3% atau sebesar 18.299 dan 13.1% atau sebesar 18.309. Dapat 





prosentasenya menurun tiap tahunnya dimana hal tersebut menujukkan adanya 
upaya yang berjalan baik yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten. 
2. Dalam penanganan WP NE di KPP Pratama Klaten tidak dapat dihindari 
keberadaanya, namun Pihak KPP terus melakukan upaya pada Wajib Pajak agar 
tetap aktif. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP terutama bagian Account 
Representatif (AR) yakni dengan menjalin komunikasi, pemantauan dan 
bimbingan baik internal maupun eksternal, baik itu dengan Wajib Pajak maupun 
dengan bagian/seksi-seksi di dalam KPP itu sendiri. 
3. Prosentase dari potensi pajak yang hilang akibat dari adanya Wajib Pajak Non 
Efektif di KPP Pratama Klaten tidak terlalu besar, bahkan tidak terlalu signifikan 
dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan 
2015. Prosentase Wajib Pajak yang hilang akibat adanya Wajib Pajak Non Efektif 
secara berturut-turut dari 2013 sampai dengan 2015 adalah 5.5% atau sebesar 
Rp60.205.200.000, 6% atau sebesar 65.876.400.000,dan 6.7% atau sebesar 
76.889.400.000 dari jumlah realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Klaten masih 
dapat dikatakan baik dalam meminimalisir adanya Wajib Pajak Non Efektif 









Terkait dengan masalah Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten, 
penulis merumuskan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi beberapa 
pihak yakni sebagai berikut: 
1. Keakuratan data di KPP Pratama Klaten masih perlu ditingkatkan. Keberadaan 
Wajib Pajak Non Efektif sangat dibutuhkan kejelasan datanya untuk kemudian 
dapat dilakukan evaluasi kembali terhadap Wajib Pajak Non Efektif tersebut. 
2. Sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus ditingkatkan, serta kegiatan 
konsultasi yang dilakukan oleh Account Representative (AR) juga harus 
ditingkatkan baik dalam segi kuantitas dan kualitasnya. Dengan pengetahuan 
Wajib Pajak yang cukup diharapkan meningkatkan kesadaran dan keaktifannya 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
3. Koordinasi antara pihak KPP dengan pengurus wilayah setempat sebaiknya lebih 
ditingkatkan kembali. Alangkah baiknya apabila secara rutin pihak KPP 
melakukan komunikasi dan diskusi dengan pengurus daerah setempat guna 
memperloeh gambaran dari keadaan Wajib Pajak di daerah tersebut, hal ini 
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Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada salah satu fiskus di KPP Pratama 
Klaten, sebagaimana berikut: 
1. Jumlah Wajib pajak dengan kriteria seperti apa yang paling banyak di 
berikannya status Non Efektif di KPP Pratama Klaten? 
2. Apakah Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP dalam menangani masalah 
Wajib Pajak Non Efektif tersebut? 
3. Apa saja kendala yang dialami oleh pihak fiskus dalam menangani masalah 
Wajib Pajak Non Efektif? 
Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada salah satu Wajib Pajak di KPP 
Pratama Klaten, sebagaimana berikut: 
1. Apakah Wajib Pajak mengetahui tentang Wajib Pajak yang diberikan status 
Non Efektif? 
2. Alasan apakah yang dimiliki Wajib Pajak sehingga mengajukan permohonan 
untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif? 




SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 




PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  
DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA  
DAN PENGUKUHAN PENGUSUHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR 
POKOK  WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA 
KERJA PAJAK,  SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB 
PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  DENGAN PERATURAN 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2013 
 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 
 
A. Umum 
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor 
Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013, perlu 
disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk pelaksanaan atas 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. 
B. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud 
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam 
pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang 
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan 
Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 
Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah 




Penetapan Surat Edaran ini bertujuan untuk: 
a. memperjelas proses bisnis pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok 
Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak 
sehingga dapat berjalan dengan baik dan seragam, serta memberikan 
kepastian hukum, kemudahan dan pelayanan prima kepada Wajib Pajak; dan 
b. memberikan panduan dan pedoman tentang sistem penomoran Wajib 
Pajak dan status master file Wajib Pajak 
 
C. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Penjelasan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib 
Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 
serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013; 
2. Prosedur kerja, yang meliputi tata cara pelaksanaan proses: 
a. Pendaftaran dan Pemberian NPWP; 
b. Penghapusan NPWP; 
c. Pengukuhan PKP; 
d. Pencabutan PKP; 
e. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; 
f. Pemindahan Wajib Pajak; 
g. Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; 
h. Pengaktifan Kembali NPWP; 
i. Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP; 
j. Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus; 
k. Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP; dan 
l. Penyelesaian Pelayanan dalam Keadaan Kahar. 
 
D. Dasar 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 
  
 
36 Tahun 2008. 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka 
Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, 
Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha 
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan 
Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. 
E. Materi dan Penjelasan 
1. Ketentuan Umum 
a. Prosedur kerja Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Penghapusan NPWP, 
Pengukuhan PKP; Pencabutan PKP; Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau 
Pengusaha Kena Pajak; Pemindahan Wajib Pajak; Penetapan dan 
Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; dan Cetak Ulang Kartu 
NPWP; SKT dan SPPKP dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
atau secara jabatan. 
b
. 
Prosedur kerja Pengaktifan Kembali NPWP, Pembatalan Pencabutan 
Pengukuhan PKP, dan Aktivasi Sementara NPWP di lakukan secara jabatan. 
c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berwenang melaksanakan seluruh prosedur 
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 
d
. 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) hanya 
berwenang melaksanakan prosedur kerja Pendaftaran dan Pemberian NPWP, 
Pengukuhan PKP, dan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disampaikan secara tertulis oleh 
Wajib Pajak. 
e. KP2KP menyampaikan berkas permohonan Wajib Pajak dan dokumen lain 
yang berkaitan dengan penyelesaian prosedur kerja sebagaimana dimaksud 
pada huruf d ke KPP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah prosedur kerja 
dimaksud selesai. 
f. Untuk prosedur kerja selain dimaksud pada huruf d, KP2KP hanya 
berwenang menerima dan  meneruskan permohonan ke KPP, dan 
memberikan Tanda Terima, atau mengirimkan Tanda Terima kepada Wajib 
Pajak dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui 
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada huruf f dan Tata Cara 





sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
h
. 
Penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan pemberitahuan 
mengenai ketidaklengkapan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Dalam hal permohonan dilakukan secara tertulis dan disampaikan 
secara langsung, KPP atau KP2KP memberikan BPS pada saat dokumen 
dinyatakan lengkap. 
2) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan 
jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP atau KP2KP memberikan dan 
menyampaikan BPS atau pemberitahuan secara tertulis mengenai 
ketidaklengkapan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen 
diterima oleh Petugas Pendaftaran. 
3) Dalam hal permohonan dilakukan melalui Aplikasi e-Registration, 
KPP menerbitkan BPS atau pemberitahuan mengenai ketidaklengkapan 
secara elektronik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen 
diterima oleh Petugas Pendaftaran. 
4) Dalam hal penerusan dokumen oleh KP2KP, KPP memberikan 
dan menyampaikan BPS atau pemberitahuan secara tertulis 
mengenai ketidaklengkapan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 
dokumen diterima oleh Petugas Pendaftaran KPP. 
 
i. Termasuk dokumen yang 
dipersyaratkan dalam Pasal 6 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
38/PJ/2013 adalah sebagai berikut: 
1) Dokumen pendirian adalah segala bentuk 
dokumen yang menjadi dasar pendirian atau 
pembentukan suatu badan. 
2) Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk dokumen atau bukti 
tertulis yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi non pemerintah yang 
menerangkan bahwa orang pribadi atau badan diperbolehkan atau tidak dilarang 
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik yang bersifat sementara 
maupun tetap. 
Contoh: 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin 
Apotek (SIA), Surat Izin Praktik, Surat Izin Usaha Kepariwisataan, Surat Izin Usaha 
Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Kursus Pendidikan Luar 
Sekolah, dan Izin Usaha Peternakan. 
 
j. Wajib pajak yang tidak memiliki dokumen izin usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2) dapat melampirkan surat 
keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-





Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pemberian NPWP, Wajib 
Pajak yang tidak memiliki dokumen izin usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2) atau surat keterangan tempat 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat menggantikannya 
dengan fotokopi dokumen rekening listrik, dengan ketentuan dokumen 
tersebut memuat data identitas berupa nama Wajib Pajak yang bersangkutan. 
l. Dalam hal permohonan tertulis ditandatangani oleh pihak lain, permohonan 
tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan 




Permohonan yang dapat disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi e-
Registration adalah: 
1) Pendaftaran dan Pemberian NPWP; 
2) Penghapusan NPWP; 
3) Pengukuhan PKP; 
4) Pencabutan PKP; 
5) Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; 
6) Pemindahan Wajib Pajak; dan 




Wajib Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Registration harus melakukan 
proses pendaftaran untuk mendapatkan akun (account), dengan tata cara 
sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak membuka Aplikasi e-Registration yang tersedia di situs 
Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. 
2) Wajib Pajak membuat akun dengan mengklik menu "buat account baru" dan mengisi 
informasi yang diminta. 
3) Setelah Wajib Pajak mengisi semua informasi yang diperlukan, Aplikasi e-
Registration akan mengaktifkan username dan password. 
4) Untuk dapat memanfaatkan Aplikasi e-Registration, Wajib Pajak melakukan login ke 




Dalam hal permohonan diajukan melalui Aplikasi e-Registration, dokumen-
dokumen yang dipersyaratkan dapat diunggah di Aplikasi e-Registration atau 
dikirim dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen (SPD) ke KPP. 
p
. 
SPD sebagaimana dimaksud pada huruf o dicetak dari Aplikasi e-
Registration yang sudah tercetak nomor secara otomatis (prenumbered form) 
dengan format yang menunjukkan nomor urut, jenis layanan dan tahun. 
q
. 
Petugas Pendaftaran di KPP adalah pegawai Seksi Pelayanan atau petugas 
lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk melaksanakan seluruh prosedur 
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 
r. Petugas Pendaftaran di KP2KP adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala 
KP2KP untuk melaksanakan seluruh prosedur kerja sebagaimana dimaksud 
pada huruf a yang menjadi wewenang KP2KP. 
 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Klasifikasi Wajib Pajak 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
  
 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya. 
b. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 
c. Dalam rangka pelaksanaan administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Wajib Pajak dikelompokkan menjadi Wajib Pajak orang 
pribadi dan Wajib Pajak badan. 
d. NPWP Wajib Pajak orang pribadi diadministrasikan sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak orang pribadi dikelompokkan ke dalam lima kategori: 
a) Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum 
menikah, dan suami sebagai kepala keluarga; 
b) Hidup Berpisah (HB) yaitu wanita kawin yang dikenai pajak 
secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; 
c) Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri yang dikenai pajak secara 
terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan 
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; 
d) Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin, selain kategori 
Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah 
karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan terpisah dari suaminya; dan 
e) Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan 
merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang 
berhak, yaitu ahli waris. 
 
2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), dan huruf 
d) diberikan NPWP Pusat yang berbeda dengan NPWP suami. 
3) NPWP tidak diberikan kepada: 
a) Wanita kawin yang tidak hidup berpisah berdasarkan putusan 
hakim, tidak melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan 
secara tertulis, dan/atau tidak menghendaki untuk melaksanakan hak 
dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, yang 
hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan 
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya; dan 
b) Anak yang belum dewasa yang memiliki penghasilan 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
 
4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) dan orang 
pribadi lainnya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
juga wajib mendaftarkan diri di KPP yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat kegiatan usaha tersebut, untuk memperoleh NPWP Cabang bagi 
setiap tempat usaha. 
5) NPWP Cabang sebagaimana dimaksud pada angka 4) diberikan kode 
cabang yang mencerminkan urutan cabang di suatu KPP. 
Contoh: 
Tn. A bertempat tinggal di Jalan Bandang Makassar dan terdaftar di 
KPP Pratama Makassar Utara dengan NPWP 07.456.899.1-801.000. Tn. 
  
 
A membuka usaha di sebuah Mall yang berada di wilayah kerja 
KPP Pratama Makassar Selatan. Dalam hal ini, Tn. A juga harus 
mendaftarkan diri di KPP Pratama Makassar Selatan, dan diberikan 
NPWP Cabang 07.456.899.1-805.001. Tn. A juga membuka usaha di 
sebuah ruko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Maros. Tn. A 
harus mendaftarkan diri di KPP Pratama Maros, dan diberikan NPWP 
Cabang 07.456.899.1-809.001. 
Tn. A kembali membuka usaha di sebuah ruko di Tabo-Tabo, 
Bungoro. Pangkajene Kepulauan yang juga berada di wilayah kerja KPP 
Pratama Maros. Oleh karena itu, Tn. A kembali harus mendaftarkan diri 
di KPP Pratama Maros, dan diberikan NPWP Cabang 07.456.899.1-
809.002. 
 
e. NPWP Wajib Pajak badan diadministrasikan sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak badan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori: 
a) Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap; 
b) Joint Operation, yaitu bentuk kerja sama operasi yang 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
atas nama bentuk kerja sama operasi; 
c) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu Wajib Pajak 
perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan 
asing (representative office/liaison office) di Indonesia yang bukan 
Bentuk Usaha Tetap (BUT); 
d) Bendahara, yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, 
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan 
melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan dengan 
pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta pembayaran 
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan; dan 
e) Penyelenggara Kegiatan, yaitu pihak selain Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), c) dan d) yang melakukan 
pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun 
sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan 
pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
 
2) Wajib Pajak badan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan 
tempat kedudukan juga wajib mendaftarkan diri di KPP yang wilayah 
  
 
kerjanya meliputi tempat usaha tersebut, untuk memperoleh NPWP 
Cabang bagi setiap tempat usaha. 
 
f. Dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan, setiap Wajib Pajak 
diberikan Status Master File sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak Aktif, yaitu status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan 
secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
2) Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib 
Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan 
administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu 
yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. 
3) Wajib Pajak Hapus, yaitu status Wajib Pajak yang tidak lagi 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan 
NPWP-nya telah dihapus. 
4) Wajib Pajak Aktivasi Sementara, yaitu Wajib Pajak Hapus yang 
statusnya diaktifkan sementara paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka 
memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. 
  
3. Prosedur Kerja 
a. Pendaftaran dan Pemberian NPWP 
1) Pendaftaran dan Pemberian NPWP dapat dilakukan berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. 
2) Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat 
kegiatan usaha. 
3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan pendaftaran dan pemberian 
NPWP adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan. 
Contoh 1: 
Wajib Pajak mengajukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak secara 
tertulis langsung ke KPP pada hari Senin, 3 Juni 2013. Pada pukul 09.01 
WIB, setelah melakukan penelitian, Petugas Pendaftaran menyatakan 
permohonan lengkap dan menerbitkan BPS. Dalam kasus ini, SKT dan 
kartu NPWP diterbitkan paling lambat satu hari kerja setelah penerbitan 
BPS, yaitu hari Selasa, 4 Juni 2013 pukul 17.00 WIB. 
 
Contoh 2: 
Wajib Pajak mengajukan pendaftaran secara tertulis langsung ke KP2KP 
pada hari Rabu, 5 Juni 2013. Pada pukul 10.00 WIT, Petugas 
Pendaftaran menerbitkan BPS setelah memastikan berkas permohonan 
lengkap Berhubung hari Kamis, 6 Juni 2013 adalah hari libur nasional, 
maka SKT dan kartu NPWP diterbitkan paling lambat satu hari kerja 
setelah penerbitan BPS, yaitu hari Jumat, 7 Juni 2013 pukul 17.00 WIT. 
 
Contoh 3: 
Wajib Pajak mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi e-Registration pada 
  
 
hari Selasa, 1 Oktober 2013, dan menyampaikan dokumen persyaratan 
dengan cara mengunggah (upload) melalui Aplikasi e-Registration pada 
hari yang sama pada pukul 10.00 WITA. Apabila berkas telah lengkap, 
Petugas Pendaftaran harus menerbitkan BPS secara elektronik paling 
lambat hari Rabu, 2 Oktober 2013 pukul 17.00 WITA. Dalam kasus ini, 
SKT dan kartu NPWP diterbitkan paling lambat satu hari kerja setelah 
penerbitan BPS, yaitu hari Kamis, 3 Oktober 2013 pukul 17.00 WITA. 
4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3), KPP 
atau KP2KP belum menerbitkan SKT dan kartu NPWP, KPP atau KP2KP 
harus segera menerbitkan SKT dan kartu NPWP dengan tanggal mulai 
terdaftar adalah hari kerja berikutnya setelah BPS diterbitkan. 
5) Wajib Pajak orang pribadi istri yang mendaftarkan diri dalam kategori 
Wajib Pajak Memilih Terpisah (MT) harus menandatangani surat 
pernyataan yang menyatakan menghendaki untuk menjalankan hak dan 
kewajiban perpajakan terpisah dari suami, dengan menggunakan contoh 
format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
6) Pendaftaran NPWP sebagai hasil kegiatan ekstensifikasi perpajakan 
dilakukan melalui Aplikasi e-Registration. 
7) Pada saat Wajib Pajak menyampaikan permohonan melalui Aplikasi e-
Registration, Wajib Pajak membaca hak dan kewajiban perpajakan 
dan selanjutnya menyetujui sesuai dengan format sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
8) Pada saat Wajib Pajak menyampaikan permohonan secara tertulis 
langsung ke KPP atau KP2KP, Petugas Pendaftaran memberikan 
penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, dan Wajib 
Pajak harus menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak ini. 
9) Dalam hal penerbitan NPWP secara jabatan, petugas verifikasi atau 
pemeriksa pajak harus mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran 
Wajib Pajak secara lengkap berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi 
(LHV)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 
10) SKT dan Kartu NPWP beserta paket informasi singkat hak dan kewajiban 
Wajib Pajak (Starter Kit NPWP), dikirim menggunakan pos tercatat atau 
melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke alamat Wajib Pajak 
sebagaimana tercantum pada SKT. 
11) Dalam hal diperlukan, misalnya Wajib Pajak mendaftarkan diri 
dengan mendatangi KPP atau KP2KP karena memerlukan NPWP dengan 
segera, Petugas Pendaftaran dapat memberikan fotokopi SKT, fotokopi 
Kartu NPWP,dan Starter Kit NPWP kepada Wajib Pajak. 
12) Petugas Pendaftaran melakukan pemantauan terhadap pengiriman SKT 
dan Kartu NPWP yang tidak sampai ke alamat Wajib Pajak (kembali pos). 
  
 
13) Dalam hal SKT dan Kartu NPWP tidak sampai ke alamat Wajib Pajak 
(kembali pos), maka Wajib Pajak tersebut diusulkan untuk dilakukan 
penelitian dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 
14) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 
adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
b. Penghapusan NPWP 
1) Penghapusan NPWP dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib 
Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. 
2) Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan NPWP disampaikan 
Wajib Pajak melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan 
meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah permohonan diterima. 
3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP atau 
Wajib Pajak yang sedang menjalani pemeriksaan atau verifikasi dalam 
rangka penghapusan NPWP secara jabatan diusulkan untuk ditetapkan 
sebagai Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan sesuai dengan Tata Cara 
Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, sebelum penerbitan keputusan. 
4) Dalam hal Surat Penolakan Penghapusan NPWP diterbitkan karena 
Wajib Pajak: 
a) masih memiliki tunggakan pajak; dan/atau 
b) masih menjalani proses hukum atau proses administrasi yang 
belum selesai. 
Wajib Pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sesuai 
dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 
Contoh: 
PT XYZ mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara 
tertulis langsung ke KPP Pratama Kupang pada hari Selasa, 1 Oktober 
2013, dan dinyatakan lengkap sehingga diterbitkan BPS pada hari 
yang sama. KPP Pratama Kupang kemudian melakukan pemeriksaan 
dalam rangka penghapusan NPWP. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) terdapat usul atau rekomendasi penghapusan NPWP. Namun 
berdasarkan konfirmasi dari Seksi Penagihan masih terdapat tunggakan 
utang pajak. Selain itu, terdapat informasi dari Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi I bahwa PT XYZ masih menjalani proses banding. Sampai 
pada tanggal 30 September 2014, PT XYZ belum melunasi utang pajaknya 
dan proses hukum belum selesai. KPP Pratama Kupang menerbitkan Surat 
Penolakan Penghapusan NPWP. Dalam kasus ini, KPP Pratama Kupang 
menetapkan PT XYZ sebagai Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan 
sesuai dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 
5) Apabila jangka waktu penerbitan keputusan atas permohonan 
penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(7)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah terlampaui dan KPP 
  
 
tidak menerbitkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan KPP 
harus segera menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dalam 
jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir 
6) Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP yang melewati jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5), dituangkan dalam Berita 
Acara Penghapusan NPWP melewati Batas Waktu dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak ini. 
7) LHP dari pemeriksaan atau LHV dari verifikasi dalam rangka 
penghapusan NPWP harus memuat informasi yang menerangkan: 
a. Wajib Pajak memenuhi/tidak memenuhi persyaratan subjektif 
dan objektif sebagai Wajib Pajak; 
b. 1. Terdapat/tidak terdapat utang pajak; atau 
2. Terdapat utang pajak, tetapi: 
a) penagihannya sudah daluwarsa; 
b) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli 
waris tidak dapat ditemukan; dan 
c) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan; 
  
c. Terdapat/tidak terdapat proses administrasi dan/atau proses 
hukum yang masih berjalan; dan 
d. Status penghapusan seluruh NPWP Cabang (dalam hal 
penghapusan NPWP Pusat). 
 
8) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau 
Surat Penolakan Penghapusan NPWP, KPP membuat Berita Acara 
Penghapusan/Penolakan Penghapusan NPWP dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak ini. 
9) Penghapusan NPWP Pusat hanya dapat dilakukan apabila seluruh 
NPWP Cabang telah dihapus. 
10) Dalam hal terdapat Wajib Pajak Cabang yang terdaftar di KPP yang 
berbeda, KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar meminta KPP tempat 
Wajib Pajak Cabang terdaftar untuk melakukan penghapusan NPWP 
Cabang secara jabatan atau berdasarkan permohonan. 
11) Termasuk dalam penghapusan NPWP secara jabatan adalah 
penghapusan NPWP yang di lakukan oleh Direktorat Teknologi dan 
Informasi Perpajakan dalam rangka pembenahan Master File Wajib Pajak, 
yang ketentuannya diatur dalam peraturan tersendiri. 
12) Tata Cara Penghapusan NPWP adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
c. Pengukuhan PKP 
1) Pengukuhan PKP dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
  
 
atau secara jabatan 
2) Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada 
KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. 
3) Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak dilakukan 
setelah verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. 
4) Pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan setelah verifikasi atau 
pemeriksaan dalam rangka pengukuhan PKP secara jabatan, dan petugas 
verifikasi atau pemeriksa pajak selaku pengusul pengukuhan secara 
jabatan harus menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak berdasarkan LHV/LHP. 
5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan pelaporan usaha dan pengukuhan 
PKP adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan. 
6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5) telah 
terlampaui dan KPP atau KP2KP tidak menerbitkan SPPKP atau Surat 
Penolakan Pengukuhan PKP, maka permohonan dianggap diterima dan 
KPP atau KP2KP harus segera menerbitkan SPPKP. 
7) Tanggal pengukuhan PKP untuk penerbitan SPPKP Yang melewati jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6) adalah tanggal hari kerja ke-5 
(kelima) setelah permohonan diterima secara lengkap (penerbitan BPS). 
Contoh: 
PT POR mengajukan permohonan pengukuhan PKP secara tertulis 
langsung ke KPP Pratama Kuala Tungkal pada hari Senin, 19 Agustus 
2013, dan dinyatakan lengkap sehingga diterbitkan BPS pada hari yang 
sama. 
KPP Pratama Kuala Tungkal kemudian melakukan verifikasi dalam 
rangka pengukuhan PKP. 
Sampai dengan hari kerja kelima setelah penerbitan BPS, yaitu Senin, 
26 Agustus 2013 pukul 17 00 WIB, KPP belum menerbitkan keputusan. 
Dalam kasus demikian, KPP Pratama Kuala Tungkal harus 
menerbitkan SPPKP dengan tanggal pengukuhan 26 Agustus 2013. 
8) Penerbitan SPPKP yang melewati jangka waktu dituangkan dalam Berita 
Acara Pengukuhan PKP Melewati Batas Waktu dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak ini. 
9) Apabila setelah hari ke-6 (keenam) sejak BPS diterbitkan Wajib Paja 
tidak mengambil sendiri SPPKP, KPP atau KP2KP mengirim SPPKP 
melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
10) Tata Cara Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
d. Pencabutan Pengukuhan PKP 
1) Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. 
  
 
2) Dalam hal pengajuan permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP 
disampaikan Wajib Pajak melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda 
Terima dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) 
hari kerja setelah permohonan diterima. 
3) Termasuk dalam Pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan 
adalah pencabutan pengukuhan PKP dalam rangka pemusatan tempat 
pajak terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 
4) Apabila jangka waktu penerbitan keputusan atas permohonan 
Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah terlampaui dan KPP 
tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan 
KPP harus segera menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dalam 
jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. 
5) Penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP yang melewati jangka 
waktu dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP 
Melewati Batas Waktu dengan menggunakan contoh format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
6) Pencabutan Pengukuhan PKP secara berkala diumumkan melalui 
situs www.pajak.go.id. 
7) Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
e. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak 
1) Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat 
dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dan 
hanya dapat dilakukan oleh KPP. 
2) Dalam hal pengajuan permohonan Perubahan Data Wajib Pajak 
dan/atau Pengusaha Kena Pajak disampaikan Wajib Pajak melalui KP2KP, 
KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas permohonan 
ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima. 
3) Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak termasuk 
tetapi tidak terbatas pada: 
a) perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi; 
b) perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi 
atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja 
KPP yang sama; 
c) perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi; 
d) perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi; 




f) perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan 
tanpa perubahan bentuk badan. 
 
4) Termasuk Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah pembetulan data 
akibat kesalahan perekaman atau pencetakan Kartu NPWP, SKT dan atau 
SPPKP. 
5) Perubahan identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3) 
huruf a) dan e) antara lain: 
a) perubahan jenis usaha atau kegiatan; 
b) jenis pekerjaan bebas; dan/atau 
c) pekerjaan Wajib Pajak dan/atau PKP, 
yang mengakibatkan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). 
6) Perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud 
pada angka 3) huruf c) antara lain: 
a) Perubahan kategori yang disebabkan oleh perubahan 
status perkawinan, seperti Wajib Pajak Pisah Harta (PH) atau 
Memilih Terpisah (MT) menjadi Hidup Berpisah (HB); dan 
b) Perubahan kategori dari Orang Pribadi menjadi Warisan 
Belum Terbagi (WBT) yang disebabkan Wajib Pajak orang pribadi 
meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi 
sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 
 
7) Jangka waktu penyelesaian permohonan Perubahan Data Wajib Pajak 
dan/atau Pengusaha Kena Pajak adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah BPS diterbitkan. 
8) Dalam hal KPP melakukan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau 
Pengusaha Kena Pajak baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara 
jabatan, KPP menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data kepada 
Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
9) Perubahan Data wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dituangkan 
dalam Berita Acara Perubahan Data dengan menggunakan contoh 
format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
10) Data dan/atau informasi yang menjadi dasar Perubahan Data Wajib 
Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, antara lain berupa 
data dan/atau informasi yang tercantum dalam LHP, LHV, laporan 
konfirmasi lapangan, hasil penelitian, dan alat keterangan, serta SPT atau 
laporan yang pernah disampaikan Wajib Pajak. 
11) Tata Cara Perubahan Data adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
f. Pemindahan Wajib Pajak 
1) Pemindahan Wajib Pajak dapat dilakukan berdasarkan permohonan 
  
 
Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP 
Lama. 
2) Dalam hal pengajuan permohonan Pemindahan Wajib Pajak disampaikan 
Wajib Pajak melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan 
meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja 
setelah permohonan diterima. 
3) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengajukan permohonan pindah melalui 
KPP Baru dan KPP Baru menerbitkan BPS setelah permohonan 
dinyatakan lengkap, serta meneruskan berkas permohonan ke KPP Lama 
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS. 
4) Pemindahan Wajib Pajak dilakukan apabila Wajib Pajak orang pribadi 
pindah tempat tinggal atau Wajib Pajak badan pindah tempat kedudukan 
ke tempat yang berdasarkan keadaan sebenarnya merupakan wilayah kerja 
KPP lain. 
5) Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan NPWP 3 (tiga) 
digit terakhir selain 000 (berstatus sebagai cabang) yang tempat kegiatan 
usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain tidak termasuk ruang lingkup 
prosedur kerja Pemindahan Wajib Pajak. 
6) Wajib Pajak yang memindahkan atau berganti tempat kegiatan usaha ke 
wilayah kerja KPP lain sebagaimana dimaksud pada angka 5) diproses 
oleh: 
a) KPP Baru untuk diberikan NPWP baru melalui prosedur 
kerja Pendaftaran dan Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 huruf a; dan 
b) KPP Lama dalam rangka penghapusan NPWP melalui prosedur 
kerja Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf 
b. 
 
7) Apabila Wajib Pajak yang memindahkan atau berganti tempat kegiatan 
usaha ke wilayah kerja KPP lain sebagaimana dimaksud pada angka 5) 
berstatus PKP, maka diproses oleh: 
a) KPP Baru untuk dikukuhkan sebagai PKP baru melalui prosedur 
kerja Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c; 
dan 
b) KPP Lama dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP 
melalui prosedur kerja Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana 
dimaksud pada angka 3 huruf d. 
 
8) Pemindahan Wajib Pajak tidak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak 
yang sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan 
pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan. 
9) Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan pindah sedang dilakukan 
verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak atau 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 8), KPP Lama segera 
menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai dengan tata cara 




10) KPP Lama memindahkan Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan 
verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak atau 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 9) setelah KPP Lama 
menerbitkan surat ketetapan pajak. 
11) Dalam hal surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 
10) berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), KPP Lama 
memindahkan Wajib Pajak setelah KPP Lama menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 
12) Jangka waktu penyelesaian permohonan Pemindahan Wajib Pajak di KPP 
Lama adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan BPS, 
atau setelah diterimanya penerusan berkas permohonan pindah Wajib 
Pajak orang pribadi yang disampaikan melalui KPP Baru sebagaimana 
dimaksud pada angka 3). 
13) KPP Lama melakukan verifikasi dalam rangka pemindahan Wajib 
Pajak sebagai dasar pemberian keputusan yang dapat berupa menerima 
atau menolak permohonan pindah. 
14) Keputusan menerima permohonan diberikan dengan menerbitkan Surat 
Pindah dan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan 
PKP. 
15) Keputusan Menolak permohonan diberikan dengan menerbitkan 
Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah. 
16) Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan 
Pengukuhan PKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah 
sebagaimana dimaksud pada angka 14) dan 15) disampaikan kepada Wajib 
Pajak dan ditembuskan ke KPP Baru (KPP yang dituju oleh Wajib Pajak 
sebagai tempat terdaftar baru). 
17) KPP Lama memindahkan secara jabatan tempat terdaftar Wajib Pajak 
dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa 
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tidak berada di wilayah 
kerja KPP Lama. 
18) Berdasarkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 17), KPP Lama melakukan verifikasi dalam rangka pemindahan 
Wajib Pajak yang dilakukan secara jabatan. 
19) KPP Lama menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT dan/atau 
Surat Pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan dalam hal: 
a) berdasarkan LHV diketahui bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
Pajak tidak lagi berada di wilayah kerja KPP Lama dan terhadap Wajib Pajak 
tidak sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, 
pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan; 
b) KPP Lama memperoleh data dan/atau informasi bahwa tempat tinggal atau 
tempat kedudukan berada di wilayah kerja KPP Baru; 
c) Wajib Pajak masih terdaftar di KPP Lama; dan 
d) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pindah. 
 
20) Pemindahan WP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 17) 
dapat dilakukan berdasarkan usulan KPP Baru dalam hal KPP Baru 
  
 
memperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan hal-hal sebagai 
berikut: 
(a) tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada di wilayah kerja KPP 
Baru; 
(b) Wajib Pajak masih terdaftar di KPP Lama; dan 
(c) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pindah. 
 
21) KPP Baru mengusulkan Pemindahan Wajib Pajak secara jabatan kepada 
KPP Lama dengan menggunakan contoh format Surat Usulan Pemindahan 
Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak ini. 
22) Atas usulan KPP Baru, KPP Lama harus menindaklanjuti dengan 
melakukan verifikasi dalam rangka pemindahan Wajib Pajak yang 
dilakukan secara jabatan, dan memberikan keputusan paling lambat 5 
(lima) hari kerja sejak Surat Usulan Pemindahan Wajib Pajak diterima. 
23) KPP Lama menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan SKT dan/atau 
Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan mengirimkan ke KPP Baru 
dengan tembusan kepada Wajib Pajak apabila berdasarkan hasil verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada angka 22), diketahui bahwa tempat tinggal 
atau tempat kedudukan Wajib Pajak tidak lagi berada di wilayah kerja 
KPP Lama dan Wajib Pajak tidak sedang dilakukan verifikasi dalam 
rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti 
permulaan, atau penyidikan; 
24) KPP Lama menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah 
Secara Jabatan dan mengirimkan ke KPP Baru dalam hal: 
(a) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 
22), diketahui bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
Pajak masih berada di wilayah kerja KPP Lama atau terhadap Wajib 
Pajak sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat 
ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau 
penyidikan; 
(b) Wajib Pajak tidak lagi terdaftar pada KPP Lama; atau 
(c) Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pindah. 
 
25) Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah Secara Jabatan 
sebagaimana dimaksud pada angka 24) adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 
Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
26) KPP Baru menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling 
lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima tembusan Surat Pindah, Surat 
Pencabutan SKT, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dari KPP 
Lama sebagaimana dimaksud pada angka 16) dan angka 23). 
27) Tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru adalah sesuai 
dengan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Lama. 
28) Tanggal terdaftar Wajib Pajak di KPP Baru adalah hari kerja berikutnya 




Wajib Pajak berstatus PKP (dikukuhkan tanggal 11 Desember 
2013) mengajukan permohonan pindah secara tertulis langsung ke KPP 
Lama pada hari Senin, 14 April 2014. KPP Lama menyatakan permohonan 
lengkap dan menerbitkan BPS. KPP Lama melakukan verifikasi dalam 
rangka pemindahan Wajib Pajak dan memberi keputusan paling lambat 5 
(lima) hari kerja setelah penerbitan BPS. Pada hari Senin, 21 April 2014, 
permohonan pindah dikabulkan dan KPP Lama menerbitkan Surat Pindah, 
Surat Pencabutan SKT, dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP, dan 
mengirimkannya ke KPP Baru dengan tembusan kepada Wajib Pajak 
paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. KPP Baru menerima Surat 
Pindah, Surat Pencabutan SKT, dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP 
pada tanggal 25 April 2014. Dalam hal ini KPP Baru menerbitkan Kartu 
NPWP dan SKT dan SPPKP paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, 
Senin, 28 April 2014. Dalam kasus di atas, tanggal terdaftar di KPP Baru 
adalah hari kerja berikutnya setelah tanggal Surat Pindah, yaitu tanggal 22 
April 2014.  Sedangkan tanggal pengukuhan PKP adalah tetap sama 
dengan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Lama, yaitu 
tanggal 11 Desember 2013. 
29) Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
30) Prosedur kerja di atas tidak berlaku dalam hal pemindahan Wajib 
Pajak berdasarkan penetapan Direktur Jenderal Pajak atas tempat 
pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 
 
g. Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif 
1) Prosedur kerja Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non 
Efektif meliputi (i) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan (ii) 
Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif. 
2) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 
sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan 
usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas; 
b) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan 
Tidak Kena Pajak; 
c) Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 
luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud 
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; 
  
 
d) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan 
belum diterbitkan keputusan; atau 
e) Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif 
dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak. 
 
3) Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Non Efekif sebagaimana dimaksud 
pada angka 2) huruf e) antara lain: 
a) Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki 
NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah; 
b) Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga 
atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" 
dan seterusnya; 
c) Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak 
lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan 
NPWP;atau 
d) Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. 
 
4) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan 
oleh KPP. 
5) Dalam hal pengajuan permohonan Penetapan Wajib Pajak Non 
Efektif disampaikan melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima 
dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari 
kerja setelah permohonan diterima. 
6) Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus dilampiri dengan 
surat pernyataan memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif dengan 
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak ini. 
7) Jangka waktu penyelesaian permohonan Penetapan Wajib Pajak Non 
Efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan 
8) Wajib Pajak berstatus Pusat tidak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak 
Non Efektif apabila terdapat Cabang yang berstatus Aktif. 
9) Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non 
Efektif setelah dilakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu. 
10) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan 
secara jabatan apabila terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan 
bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif. 
11) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif baik berdasarkan permohonan 
maupun secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi 
perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang 
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan 
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur 
  
 
Jenderal Pajak ini. 
12) Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian 
administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 
secara jabatan dalam hal: 
a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada 
transaksi pembayaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 
b) Pengiriman kartu NPWP, SKT dan Starter Kit tidak sampai 
kepada Wajib Pajak (kembali pos); dan 
c) Penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam rangka 
penerbitan SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). 
 
13) Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan, dan hanya dapat 
dilakukan oleh KPP. 
14) Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal 
terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak 
yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi 
memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 
15) KPP melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka 
pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif untuk mengetahui kebenaran 
data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14). 
16) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14) antara 
lain: 
a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; 
b) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak; 
c) Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 
d) Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali; atau 
e) Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya. 
 
17) Dalam hal KPP melakukan: 
a) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; 
b) Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau 
c) Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif. 
baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, 
KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak 
dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
18) Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini 
19) Tata Cara Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
h. Pengaktifan Kembali NPWP 
1) Pengaktifan Kembali NPWP merupakan pembatalan atas penghapusan 
NPWP melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP, yang dilakukan 
  
 
secara jabatan oleh KPP 
2) Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal terdapat data 
dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang pernah 
diterbitkan Surat Penghapusan NPWP ternyata masih memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif. 
3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Penghapusan NPWP 
sebagaimana dimaksud pada angka 2) NPWP yang telah di hapus 
dinyatakan tetap berlaku. 
4) Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan verifikasi 
dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP terhadap hasil verifikasi atau 
pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP. 
5) Surat Penghapusan NPWP dibatalkan apabila berdasarkan hasil 
verifikasi dalam rangka Pengaktifan kembali NPWP sebagaimana 
dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa KPP tidak seharusnya 
melakukan Penghapusan NPWP. 
6) Surat Penghapusan NPWP tidak dibatalkan apabila hasil verifikasi 
dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada 
angka 4) menunjukkan bahwa Wajib Pajak benar dalam keadaan tidak 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya 
Surat Penghapusan NPWP. 
7) Dalam hal Pengaktifan Kembali NPWP tidak dapat dilakukan 
melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud 
pada angka 6), pemberian NPWP dilakukan berdasarkan permohonan 
atau secara jabatan melalui prosedur kerja Pendaftaran dan Pemberian 
NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a. 
8) Pengaktifan Kembali NPWP dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan 
Surat Penghapusan NPWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak ini. 
9) KPP menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai 
Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 8), 
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat 
Penghapusan NPWP dengan contoh format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
10) Tata Cara Pengaktifan Kembali NPWP adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
i. Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP 
1) Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP merupakan pembatalan 
atas Pencabutan Pengukuhan PKP melalui Pembatalan Surat 
Pencabutan Pengukuhan PKP, yang dilakukan secara jabatan oleh KPP 
2) Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan dalam hal 
terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP yang 
pernah diterbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP ternyata masih 
  
 
memenuhi persyaratan sebagai PKP. 
3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan 
PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Pengukuhan PKP yang 
dicabut dinyatakan tetap berlaku. 
4) Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan 
berdasarkan verifikasi dalam rangka Pembatalan Pencabutan Pengukuhan 
PKP terhadap hasil verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka Pencabutan 
Pengukuhan PKP. 
5) Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dibatalkan apabila 
berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka Pembatalan Surat Pencabutan 
Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan 
bahwa KPP tidak seharusnya melakukan pencabutan pengukuhan PKP. 
6) Surat Pencabutan Pengukuhan PKP tidak dibatalkan apabila hasil 
verifikasi dalam rangka Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP 
sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa Wajib Pajak 
benar dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sebagai PKP pada saat diterbitkannya Surat Pencabutan Pengukuhan 
PKP. 
7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6) 
kembali memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP, Wajib 
Pajak dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan atau secara 
jabatan melalui prosedur kerja Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 huruf c. 
8) Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP dituangkan dalam Berita 
Acara Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dengan contoh 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
9) KPP menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai 
Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada 
angka 8), dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembatalan 
Pencabutan Pengukuhan PKP dengan contoh format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
10) Tata Cara Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
j Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus 
1) Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus adalah mengaktifkan kembali 
Wajib Pajak Hapus menjadi Wajib Pajak Aktif Sementara yang dilakukan 
agar suatu hak atau kewajiban Wajib Pajak yang muncul setelah NPWP 
dihapus dapat dilaksanakan. 
2) Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus sebagaimana dimaksud pada angka 
1) dilakukan secara jabatan oleh KPP dalam rangka, antara lain: 
a) Pembetulan SPT atau pengungkapan ketidakbenaran SPT; 
b) Pembayaran pajak; dan 
  
 
c) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
 
3) Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus hanya berlaku selama 1 (satu) 
bulan, dan dalam hal masih diperlukan, Aktivasi Sementara dapat dilakukan 
kembali. 
4) Dalam hal Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus dilaksanakan 
berkaitan dengan hak atau kewajiban sebagaimana diatur dalamUndang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, status 
pengukuhan PKP tidak perlu diaktifkan kembali. 
5) KPP membuat Berita Acara Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus 
dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak ini. 
6) KPP menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai 
Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus dalam hal diperlukan. 
7) Tata Cara Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
k Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP 
1) Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP adalah pencetakan ulang 
Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP tanpa perubahan data Wajib Pajak 
dan/atau PKP. 
2) Data dan/atau informasi Wajib Pajak dan/atau PKP yang tertera dalam 
Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP hasil cetak ulang adalah sesuai 
dengan data di administrasi perpajakan KPP pada saat tanggal pencetakan 
ulang. 
3) Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP dilakukan berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
4) Wajib Pajak mengajukan permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT 
dan/atau SPPKP pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. 
5) Dokumen Yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan cetak 
ulang Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP adalah sama dengan dokumen 
yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai PKP. 
6) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT 
dan/atau SPPKP adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah 
penerbitan BPS. 
7) Tata Cara Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
8) Dikecualikan dari ketentuan pada angka 4), Cetak Ulang Kartu NPWP 
  
 
Wajib Pajak orang pribadi dapat dilayani oleh seluruh KPP atau KP2KP. 
9) Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP sebagaimana dimaksud pada 
angka 8) dilakukan dengan menunjukkan KTP asli Wajib Pajak orang 
pribadi yang bersangkutan. 
10) Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP dapat 
diajukan setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal mulai terdaftar. 
 
l Penyelesaian Pelayanan dalam Keadaan Kahar 
1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (force majeur), KPP atau KP2KP 
dapat menempuh prosedur kerja darurat tambahan yang berbeda dengan 
prosedur kerja sebagaimana diatur pada huruf a sampai dengan huruf k. 
2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah suatu 
kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan diketahui secara luas, 
seperti perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, 
banjir, kebakaran, dan bencana alam; atau keadaan dimana KPP atau 
KP2KP tidak memungkinkan untuk menjalankan prosedur kerja dan 
memenuhi jangka waktu penyelesaian yang disebabkan oleh sesuatu dan 
lain hal yang berada di luar kuasa KPP atau KP2KP, seperti gangguan 
sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, terputusnya jaringan internet, 
dan listrik padam. 
3) KPP dan KP2KP membuat pengumuman mengenai Keadaan Kahar 
dan memasangnya di tempat yang mudah terbaca sebagai pemakluman 
kepada publik dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
4) Dalam hal Keadaan Kahar mengakibatkan gangguan pada Aplikasi e-
Registration secara nasional, Keadaan Kahar diumumkan di situs 
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 
5) Dalam hal Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 4), 
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan berwenang memutuskan 
kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelayanan 
kepada Wajib Pajak. 
6) Prosedur kerja penyelesaian pelayanan dalam Keadaan Kahar di KP2KP 
adalah sebagai berikut: 
a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran 
NPWP, Pengukuhan PKP, dan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan 
SPPKP secara langsung ke KP2KP, Petugas Pendaftaran 
memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak bersangkutan mengenai 
Keadaan Kahar yang sedang terjadi dan menawarkan pilihan 
penyelesaian atas permohonannya. 
b) Pilihan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a) 
dapat berupa: 
i. meminta persetujuan Wajib Pajak agar permohonannya diselesaikan 
setelah Keadaan Kahar berakhir; 




iii. meminta Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan langsung ke 
KPP; atau 
iv. meneruskan permohonan ke KPP. 
 
c) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui bahwa permohonannya 
akan diselesaikan setelah Keadaan Kahar berakhir sebagaimana 
dimaksud pada huruf b) angka romawi i, Petugas Pendaftaran 
menerbitkan BPS dan memberitahukan perkiraan jangka waktu 
penyelesaian permohonan dimaksud. 
d) Petugas Pendaftaran membuat BPS sebagaimana dimaksud pada huruf c) 
secara manual dengan mencantumkan informasi Keadaan Kahar yang 
terjadi dan melanjutkan prosedur kerja terkait yang berlaku segera 
setelah Keadaan Kahar berakhir/sistem berjalan normal. 
e) Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk datang kembali setelah 
Keadaan Kahar berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 
romawi ii, Petugas Pendaftaran membantu memeriksa kelengkapan 
dokumen yang disyaratkan dan memberitahukan perkiraan waktu 
layanan akan kembali normal. 
f) Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menyampaikan 
permohonannya ke KPP sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 
romawi iii, Petugas Pendaftaran membantu memeriksa kelengkapan 
dokumen yang disyaratkan dan memberikan penjelasan tambahan 
yang diperlukan Wajib Pajak. 
g) Dalam hal Wajib Pajak memilih permohonannya diteruskan ke 
KPP sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka romawi iv, Petugas 
Pendaftaran memberitahukan bahwa penyelesaian permohonan 
akan dilakukan oleh KPP sesuai dengan prosedur kerja di KPP, 
dan memberikan Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada Lampiran 
I dengan mencantumkan keterangan Keadaan Kahar yang terjadi. 
h) Penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf g) dilakukan 
dengan mengirimkan formulir permohonan ke KPP melalui faksimile 
yang dilengkapi dengan Surat Pengantar Faksimile dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak ini. 
i) Dalam hal faksimile sebagaimana dimaksud huruf h) tidak tersedia atau 
tidak berfungsi dengan baik, maka penerusan permohonan dapat dikirim 
melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 
j) Tata Cara Penyelesaian Pelayanan dalam Keadaan Kahar di 
KP2KP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak ini. 
 
7) Prosedur kerja penyelesaian pelayanan dalam Keadaan Kahar di KPP 
adalah sebagai berikut: 
a) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan secara langsung ke 
KPP, Petugas Pendaftaran memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak 
  
 
mengenai Keadaan Kahar yang sedang terjadi dan Menawarkan pilihan 
penyelesaian atas permohonannya. 
b) Pilihan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a) 
dapat berupa: 
meminta persetujuan Wajib Pajak agar permohonannya diselesaikan 
setelah Keadaan Kahar berakhir; atau 
meminta Wajib Pajak untuk datang kembali setelah Keadaan Kahar 
berakhir 
c) Petugas Pendaftaran membuat BPS sebagaimana dimaksud pada huruf 
c) secara manual dengan mencantumkan informasi Keadaan Kahar yang 
terjadi dan melanjutkan prosedur kerja terkait yang berlaku segera 
setelah Keadaan Kahar berakhir/sistem berjalan normal. 
d) Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk datang kembali setelah 
Keadaan Kahar berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 
romawi ii, Petugas Pendaftaran membantu memeriksa kelengkapan 
dokumen yang disyaratkan dan memberitahukan perkiraan waktu 
layanan akan kembali normal. 
e) Tata Cara penyelesaian permohonan Wajib Pajak dalam Keadaan Kahar 
di KPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak ini. 
f) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan angka 7) juga 
berlaku dalam hal Keadaan Kahar terjadi setelah penerbitan BPS. 
    
F. Ketentuan Lain 
1. Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP dan/atau Formulir Permohonan 
Pengukuhan PKP atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak 
Pindah atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah serta 
formulir lain yang digunakan dalam pendaftaran, perubahan atau pindah Wajib 
Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor PER-44/PJ/2008tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan 
Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat tetap 
digunakan sampai dengan 31 Desember 2013. 
2. Dalam hal wajib Pajak menyampaikan permohonan dengan menggunakan 
bentuk formulir lama sebagaimana dimaksud pada angka 1, Petugas 
Pendaftaran melengkapi isian pada Aplikasi e-Registration berdasarkan 
dokumen yang disampaikan Wajib Pajak 
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka: 
a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang 
Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif; 
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2009 tentang 
Bentuk Kartu NPWP; dan 
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2012 Tentang 
  
 
Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Orang Pribadi Identitas Ganda. 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
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